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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, 

ditemukan bahwa  

1. Sistem pengendalian intern pemerintah terletak pada kriteria yang baik 

dengan skor sebesar 74,5%. Kriteria yang baik mengandung makna 

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas dari 

aparat yang ada dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas, pihak pimpinan pemerintah telah melakukan dan 

menerapkan SPIP dengan baik. 

2. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Gorontalo 

adalah sebesar 74,9% dengan total skor 10.056 yang berada pada 

kategori baik. Kriteria yang baik tersebut mengandung makna bahwa 

pemerintah Kota Gorontalo melalui SKPD yang ada telah mampu 

untuk mengupayakan pengelolaan keuangan yang efektif sehingga 

mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas oleh 

pemerintah Kota Gorontalo. 

3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah 

Kota Gorontalo. Besarnya koefisien determinasi atau angka R Square 

(R Kuadrat) adalah sebesar 0,248 (0,4982). Nilai ini menunjukan 

bahwa sebesar 24,8% variabilitas efektivitas pengelolaan keuangan 
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daerah dapat dijelaskan oleh sistem pengendalian intern pemerintah 

Pemerintah Kota Gorontalo, sedangkan sisanya sebesar 75,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain seperti kompetensi pegawai, sistem 

informasi manajemen keuangan daerah, komitmen organisasi dan 

akuntabilitas publik. 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran yakni: 

1. Perlunya optimalisasi sistem pengendalian intern dilakukan oleh 

pemerintah Kota Gorontalo dengan terus menjaga komunikasi dan 

koordinasi antar SKPD. 

2. Pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan terus 

menerapkan SOP dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat. Serta meningkatkan kompetensi melalui 

pendidikan dan pelatihan agar pegaai mampu mengelola keuangan 

daerah dengan wajar. 

3. Perlunya bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain 

yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah atau dengan mengembangkan analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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